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BAB IV
SINKRONISASI TATA KELOLA BADAN USAHA MILIK DAERAH PASCA TERBITNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH
A.  BUMD dan Investasi Pemerintah Daerah

          Dalam struktur pendapatan daerah terdapat komponen PAD yang berasal dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Pengelolaan atas kekayaan daerah yang dipisahkan menjadi sangat penting ketika Pemda berusaha meningkatkan pendapatannya untuk membiayai pelayanan publik yang outcomes-nya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Namun, pada kenyataannya, hasil yang diperoleh dari aset yang dipisahkan ini sangat minim, sehingga investasi yang dilakukan secara terus menerus justru hanya seperti menjadi sunk costs, membebani APBD dan tidak memberikan kontribusi terhadap peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Jika terus seperti ini, apakah investasi Pemda di BUMD masih perlu dilakukan? 

           Penyertaan modal pada BUMD merupakan bagian dari investasi jangka panjang daerah, yang jumlah akumulatifnya disajikan dalam Neraca pada sisi Aset. Dalam penganggarannya, penyertaan modal atau investasi ini tidak diakui sebagai belanja, namun dimasukkan sebagai pengeluaran pembiayaan. Di sisi lain, hasil yang diterima dari investasi yang telah dilakukan dikategorikan sebgai PAD. Oleh karena itu, kebijakan umum APBD (KUA) akan memuat informasi tentang pendapatan dan pembiayaan ini.

           Ada beberapa persoalan yang sering menjadi bahan diskusi hangat dalam pengelolaan keuangan daerah, diantaranya adalah:

· Urgensi penyertaan modal Pemda.

· Makna Pemda sebagai pemilik BUMD/pemodal terkait dengan manajemen dan pengawasan BUMD.

· Besaran bagi hasil/dividen yang diperoleh Pemda dari investasinya di BUMD.

· Penentuan besaran angka dalam pengeluaran pembiayaan sebagai rekening penyertaan modal/investasi.

· BUMD sebagai “sapi perah”.

1.   Urgensi Penyertaan Modal Pemda
           Salah satu tujuan pembentukan BUMD adalah untuk meningkatkan pelayanan publik yang dapat diberikan oleh Pemda dengan menggunakan pendekatan bisnis. Meski BUMD dibentuk untuk mencari keuntungan, namun tanpa harus menghilangkan aspek pelayanan publik. BUMD tidak mendapat saingan dari investasi swasta karena bidang usaha yang dijalankannya membutuhkan modal besar dan masa pengembalian investasi yang membutuhkan waktu sangat lama.

2.   Makna Pemda sebagai pemilik BUMD
           Pemda sebagai pemilik BUMD bisa selaku pemilik penuh apabila keseluruhan modal BUMD bersumber dari Pemda. BUMD dengan pemilik tunggal ini berbentuk perusahaan umum (Perum), sementara jika Pemda bukan pemilik tunggal bentuk perusahaan adalah perseroan terbatas.

Pemda sendiri melakukan investasi setelah menganggarkan terlebih dahulu dalam Perda APBD komponen pembiayaan berupa penyertaan modal daerah/investasi. Oleh karena itu, penyertaan modal ini harus memperoleh persetujuan dulu dari lembaga perwakilan daerah (DPRD).

3. Besaran bagi hasil/dividen yang diperoleh Pemda dari investasinya di BUMD
           BUMD sebagai sumber pendapatan daerah secara legal formal diakui dalam peraturan perundang-undangan, sehingga muncul rekening “Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah (BUMD)” (Lampiran A.IV Permendagri No.13/2006). Namun, hal ini juga bermakna bahwa jika BUMD tidak memperoleh laba, maka Pemda juga tidak akan memperoleh PAD dari BUMD tersebut.

Dengan demikian, besaran PAD yang diperoleh Pemda dari BUMD tergantung pada besaran laba yang diperoleh BUMD. Dalam Permendagri No.25/2009 tentang Pedoman Penyusunan APBD TA 2010 disebutkan bahwa BUMD tidak boleh dibebani target PAD apabila BUMD masih merugi atau “berada” dalam upaya mendukung program Pemerintah berupa penyediaan air bersih (khusus bagi PDAM).

4.   Penyertaan modal/investasi di BUMD
Penyertaan modal/investasi di BUMD sering menjadi perdebatan politik di parlemen daerah (DPRD). Meskipun para anggota dewan mengetahui bahwa BUMD adalah milik daerah, penggelontoran dana APBD untuk “menyehatkan” atau “menyelamatkan” BUMD dianggap sebagai pemborosan karena

1. manajemen BUMD tidak bekerja secara profesional,

2. BUMD tidak menguntungkan secara finansial,

3. kualitas pelayanan BUMD jelek, sehingga harus ditingkatkan dulu baru boleh “dibantu dengan APBD”, dan

4. BUMD merupakan perusahaan/bisnis yang tidak menimbulkan kewajiban bagi Pemda untuk mendanai dari APBD (bersifat diskresional). Selain itu, BUMD dipandang sebagai unit yang hanya menghasilkan dana non-budgeter atau dana taktis bagi kepala daerah.

B.  Sinkronisasi dan Harmonisasi Aspek Hukum Dalam Pengelolaan

      BUMD
1. Teori Sinkronisasi Hukum 
              Dalam mengidentifikasi norma hukum, ada tiga konsepsi pokok yang harus diperhatikan seperti yang diungkapkan oleh I Nyoman Tjager

    Pertama, konsepsi legistis positivistis, yang mengemukakan bahwa hukum itu identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau oleh pejabat negara yang berwenang. 
     Kedua, lebih menekankan pada arti pentingnya norma-norma hukum tidak tertulis untuk ikut serta dimasukkan sebagai hukum. Ketiga, hukum identik dengan keputusan hakim dan keputusan kepala adat. 
              Sinkronisasi peraturan perundang-undangan dapat ditelaah baik secara vertikal maupun horisontal. Apabila sinkronisasi peraturan perundang-undangan itu ditelaah dari secara vertikal, berarti akan dilihat bagaimana hierarkhisnya”. 
     Kemudian, jika sinkronisasi peraturan perundang–undangan hendak ditelaah secara horizontal, yang diteliti adalah sejauh mana peraturan perundang–undangan yang mengatur perbagai bidang itu mempunyai hubungan fungsional secara konsisten. Dengan melakukan sinkronisasi hukum maka akan diharapkan memperoleh jawaban menyeluruh terkait dengan permasalahan mengenai perundang- undangan bidang tertentu, juga dapat mengungkapkan kelemahan-kelemahan yang ada pada perundang-undangan yang mengatur bidang-bidang tertentu.
 

2. Harmonisasi aspek hukum pengelolaan BUMD. 
              Dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pengelolaan BUMD menurut teori sinkroniasi dan harmonisasi yang dikemukakan oleh Roni Hanotijo Soemitro dapat dilakukan dengan dua cara yaitu dengan melakukan sinkronisasi peraturan perundang-undangan secara vertikal dan horisontal. Sinkronisasi terkait payung hukum pengelolaan BUMD secara vertikal dapat dilakukan dengan mengklasifikasikan peraturan yang mengatur tentang BUMD dari tata urutan yang paling tinggi tingkatanya sampai dengan yang paling rendah atau disusun secara hirarkinya. Payung hukum pengelolaan BUMD bila dikaji menurut teori sinkronisasi secara vertikal sudah sesuai dengan hirarki dan tata urutan peraturan perundang undangan. Harmonisasi dan sinkronisasi secara horisontal ditekankan pada sejauh mana peraturan perundang–undangan yang mengatur perbagai bidang itu mempunyai hubungan fungsional secara konsisten. Payung hukum yang mengatur tentang BUMD terdapat beberapa permasalahan ataupun perbedaan secara konsep dan subtansi sehingga tidak ada hubungan fungsional yang saling menunjang bahkan kontradiktif.
 Perbedaan tersebut dapat diinventarisir antara lain : 
1) Terkait dengan pemahan dan konsep antara BUMD dan Perusahan daerah. Dalam UU No 5 tahun 1962 tentang perusahaan daerah,dan Permendagri No 1 tahun 1984 tentang tata cara pembinaan dan pengawasan perusda di lingkungan pemda tidak menyebut istilah BUMD namun menyebut dengan istilah ”Perusahaan daerah”. Sedangkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, PP No 3 tahun 1998, PP No 50 Tahun 1999 menyebut dengan istilah ”BUMD”. Perbedaan secara subtansi dan konsep yang mendasar dalam payung hukum BUMD dapat menimbulkan multi interprestasi. Dengan kondisi demikian muncul pertanyaan apakah BUMD identik dengan perusahaan daerah ataukah perusahaan daerah manjadi bagian dari BUMD. Menurut peneliti dilihat dari aspek subtansi dan fungiosnal dari payung hukum BUMD, dan dalam ketentuan PP No 3 Tahun 1998 pasal 2 tentang bentuk BUMD dijelaskan bentuk BUMD ada dua yaitu Persuda dan PT. Ha ini sesuai dengan asas lek specialis derogat legi generali yang artinya peraturan yang khusus menjadi dasar atau yang diterapkan menggantikan peraturan yang bersifat umum. 
2) Permasalahan bentuk dan jenis BUMD kaitannya terhadap pengelolaan BUMD. Dalam Permendagri No 3 Tahun 1998 yang mengatur mengani bentuk BUMD dijelaskan: 
(1) Badan Usaha Milik Daerah yang bentuk hukumnya berupa Perusahaan Daerah, tunduk pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang mengatur Perusahaan Daerah.
 (2) Badan Usaha Milik Daerah yang bentuk hukumnya berupa Perseroan Terbatas tunduk pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dan peraturan pelaksanaannya. (Permendagri No 3 Tahun 1998 pasal 3)

Bila kita kaji secara mendalam terkait dengan pembentukan sebuah BUMD diperlukan perda pendirian BUMD, baik itu yang berbentuk perusda maupun berbentuk PT. Hal ini dijelaskan pula dalam UU PD pasal 117 UU No 23 tahun 2014 sebagaiman diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pemerintahan daerah. Dalam penjelasan pasal 3 tersebut akan menimbulkan permasalahan terutama dalam pengelolaan BUMD yang berbentuk perusada, mengingat konstruksi perusda secara teori badan hukum atau badan usaha menimbulkan multi tafsir. Kondisi ini dikarenakan status dan konsep perusda sendiri dari segi tata hukum perushaan akan sulit diokonstruksikan, apakah perusda dapat dikatergorikan sebuah badan usaha yang berbentuk persekutuan perdata, firma, CV, atau yang lainya. Konstruksi perusda yang demikian akan berdampak pada hak dan kewajiban para pihak, tanggung jawab hukum para pengelolanya. Kondisi perusda berbeda dengan BUMD yang berbentuk perseroan, karena secara tegas diatur dalam UU PT terkait hak kewajiban dan tanggung jawab para pihak. Dengan ketentuan tersebut maka muncul pertanyaan mendasar jika BUMD yang didirikan dengan bentuk Perusda dan PT maka akan beda pengelolaan dan pengaturanya sehingga diperlukan sebuah ”konsep/model” pengelolaan BUMD. Ketidaksinkronan akan menimbulkan disharmonisasi terkait payung hukum yang mengatur BUMD.

C.  Permasalahan dan Kendala BUMD Dalam Pembinaan dan 
      Pengembangannya
Relatif masih kecilnya penerimaan Bagian laba perusahaan daerah sebagai salah satu sumber PAD daerah, kecuali pada daerah tertentu seperti DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Timur dan Sumatera Utara, adalah bahwa kebanyakan usahanya relatif berskala menengah dan kecil, di samping banyak pula diantaranya yang belum diselenggarakan berdasarkan asas ekonomi perusahaan, namun relatif lebih banyak didasarkan atas pertimbangan pelayanan publik. Tambahan pula menurut UU PD yang mendasarinya, terdapat rincian yang menetapkan bahwa penggunaan laba bersih perusahaan, setelah terlebih dulu dikurangi penyusutan, ditetapkan sebagai berikut : 
(1) Perusahaan Daerah yang memiliki modal seluruhnya terdiri dari kekayaan daerah yang dipisahkan adalah: 
(a) untuk dana pembangunan daerah 30%; 
(b) untuk anggaran belanja daerah 25%; 
(c) untuk cadangan umum, sosial dan pendidikan, jasa produksi, sumbangan dana pensiun dan sokongan sejumlah 45%. 
(2) Perusahaan daerah yang sebagian modalnya terdiri dari kekayaan daerah yang dipisahkan setelah dikeluarkan zakat yang dipandang perlu adalah : 

(a) untuk dana pembangunan daerah 8%; 
(b) untuk anggaran belanja daerah 7%; dan 
(c) selebihnya (85%) untuk pemegang saham dan untuk cadangan umum.

Dengan demikian Bagian laba perusahaan daerah yang jumlahnya relatif kecil di berbagai daerah menjadi semakin kecil lagi dengan penetapan bagian daerah dalam penggunaan keuntungan bersihnya yang diperuntukkan bagi penerimaan daerah yang relatif kecil pula. Bahkan adakalanya pula pada daerah tertentu dan tahun-tahun anggaran tertentu praktis Bagian laba perusahaan daerah itu “tidak terealisir” karena daerah sendiri terpaksa menambah permodalan (atau investasi) pada BUMD yang bersangkutan yang jumlahnya sama atau bahkan melebihi Bagian laba perusahaan daerah yang seharusnya disetorkan dalam mendukung APBD daerah yang bersangkutan. Dari laporan hasil studi Biro Analisa Keungan Daerah Kemenkeu tentang Analisis Kinerja BUMD Non PDAM (2013) dikemukakan bahwa berbagai permasalahan yang dihadapi BUMD dalam perjalanan hidupnya dapat disimpulkan sebagai berikut: 
(1)  lemahnya kemampuan manajemen perusahaan; 
(2)  lemahnya kemampuan modal usaha; 
(3) kondisi mesin dan peralatan yang sudah tua atau ketinggalan dibandingkan usaha lain yang sejenis; 
(4)  lemahnya kemampuan pelayanan dan pemasaran sehingga sulit bersaing; 
(5) kurang adanya koordinasi antar BUMD khususnya dalam kaitannya dengan industri hulu maupun hilir; 
(6) kurangnya perhatian dan kemampuan atas pemeliharaan aset yang dimiliki, sehingga rendahnya produktivitas, serta mutu dan ketepatan hasil produksi; 
(7) besarnya beban administrasi, akibat relatif besarnya jumlah pegawai dengan kualitas yang rendah; dan 
(8) masih dipertahankannya BUMD yang merugi, dengan alasan menghindarkan PHK dan “kewajiban” pemberian pelayanan umum bagi masyarakat.
 
Selain dari pada itu, dari berbagai pengamatan dan keluhan yang seringkali disampaikan oleh pihak internal maupun eksternal dari perusahaan daerah sendiri adalah adanya berbagai kendala lain dalam pembinaan dan pengembangan usaha BUMD tersebut. Diantaranya dirasakan adanya campur tangan pemerintah daerah yang cukup besar atas jalannya organisasi BUMD serta adanya keterbatasan kewenangan tertentu dalam operasionalisasi perusahaan. Selanjutnya seringkali pula dalam penempatan direksi tidak terlepas dari pertimbangan KKN atau kedekatan para calonnya dengan pimpinan daerah. Dalam hubungan ini banyak pula penempatan direksi dan bahkan tenaga kerja yang kurang didasarkan pada pertimbangan profesionalisme, keahlian dan keterampilaan, bahkan adakalanya penempatan di perusahaan daerah itu sebagai “tempat buangan” bagi pejabat tertentu yang tergeser kedudukannya.

D.  Membangkitkan Kesadaran Potensi Daerah
         Menurut Ginandjar Kartasasmita adalah upaya untuk meningkatkan harkat dari lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan.Ini berarti bahwa memberdayakan itu adalah memampukan dan memandirikan masyarakat beserta kelembagaannya, disini termasuk badan usaha milik daerah.Khusus dalam hal BUMD, upaya memberdayakan itu haruslah pertama-tama dimulai dengan menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensinya untuk berkembang.Ini dengan landasan pertimbangan bahwa setiap masyarakat dan kelembagaannya, memiliki potensi yang dapat dikembangkan. 
Maka dengan pemberdayaan itu pertama-tama merupakan upaya untuk membangun daya dengan mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi dan daya yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya. Selanjutnya, yang kedua adalah memperkuat potensi atau daya yang dimiliki tersebut. Dimana untuk ini diperlukan langkah-langkah yang lebih positif dan nyata, penyediaan berbagai input yang diperlukan, serta pembukaan akses kepada berbagai peluang sehingga semakin berdaya memanfaatkan peluang. Akhirnya, yang ketiga, dimana memberdayakan berarti pula melindungi, sehingga dalam proses pemberdayaan haruslah dicegah agar jangan pihak yang lemah menjadi bertambah lemah, tapi dapat hidup dengan daya saing yang memadai.
 
         Kaitan dengan perbaikan kinerja BUMD sebagai Laporan Hasil Studi Analisa Kinerja BUMD Non PDAM, Biro Analisa Keuangan dan Moneter, Depkeu, dikemukakan berbagai langkah dan tindakan yang dapat dilakukan dalam memperbaiki kinerja usaha BUMD, dengan tindakan-tindakan yang sifatnya strategis yang dapat dikelompokkan dalam tiga bagian strategi, yaitu strategi pengusahaan, strategi penumbuhan dan strategi penyehatan perusahaan yang dapat diringkaskan sebagai berikut: 
1. Strategi Pengusahaan 
     Perusahaan Yang dapat dilakukan dengan langkah atau tindakan memperbaiki kinerja perusahaan, diantaranya dengan mengatasi kelemahan internal yang diantaranya melalui penetapan kembali core business, likuidasi unit bisnis yang selalu rugi, dan memperbaiki sistem manajemen organisasi. Juga memaksimumkan kekuatan internal, yang antara lain dengan cara mengkonsentrasikan bisnis pada usaha yang berprospek tinggi, memperluas pasar dengan mempertahankan dan mencari pelanggan baru, serta mencari teknik produksi baru yang dapat meningkatkan efisiensi usaha. Dan mengatasi ancaman eksternal, yang diantaranya dengan cara memperbaiki mutu produk dan jasa, meningkatkan kualitas SDM serta meningkatkan kreativitas dan keaktifan tenaga pemasaran dalam mencari terobosan baru. Memaksimumkan peluang eksternal, yang antara lain melalui upaya kerjasama yang saling menguntungkan dengan perusahaan sejenis atau yang berkaitan. Dan kerjasama ini dapat dilakukan dalam bentuk joint venture, BOT, BOO atau bentuk kerjasama lainnya. 
2. Strategi Penumbuhan 
     Perusahaan Adalah bertujuan untuk menumbuhkan dan mengembangkan perusahaan sesuai dengan ukuran besaran yang disepakati untuk mencapai tujuan jangka panjang perusahaan. BUMD dikatakan tumbuh jika perusahaan daerah itu berhasil meningkatkan antara lain, volume penjualan, pangsa pasar, besarnya laba dan aset perusahaan. Beberapa tindakan yang dapat dilakukan agar perusahaan terus tumbuh berkembang diantaranya adalah mengkonsentrasikan bisnis pada produk yang representatif, melakukan perluasan pasar, pengembangan produk baru, dan integrasi horizontal danatau vertikal. 
3. Strategi Penyehatan 
    PerusahaanYaitu yang dilakukan melalui pendekatan strategis dan pendekatan operasional. Dalam pendekatan strategis, misalnya jika terjadi kesalahan strategis seperti ketidakmampuan perusahaan dalam memenuhi kebutuhan konsumen sesuai dengan misinya, maka perlu dilakukan penilaian menyeluruh terhadap bisnis yang dilakukan untuk perubahan dan penyempurnaannya.

Sedangkan dengan pendekatan operasional ditujukan untuk melakukan perubahan operasi perusahaan tanpa merubah strategi bisnis.Dalam hubungan ini langkah-langkah yang biasa diambil oleh perusahaan dalam rangka penyehatan operasi diantaranya adalah: 
(a) Meningkatkan penghasilan yang diperoleh dengan berbagai teknik bisnis, misalnya pemotongan harga, peningkatan promosi, penambahan dan perbaikan pelayanan konsumen, memperbaiki saluran distribusi dan memperbaiki kualitas produk. 
(b) Melaksanakan pemotongan biaya yang tidak memiliki keterkaitan langsung dengan kegiatan operasional pokok perusahaan yang segera membentuk penghasilan, biasanya menjadi pilihan pertama untuk diturunkan, seperti misalnya biaya-biaya administrasi, penelitian dan pengembangan, dan pemasaran. 

Namun demikian, disamping untuk usaha-usaha BUMD yang telah berjalan dengan kinerja yang masih rendah dan terbatas di masa lalu tersebut, juga perlu pemikiran lebih lanjut terhadap usaha-usaha BUMD yang akan didirikan dan dibangun pada masa mendatang dalam rangka lebih memberdayakannya untuk menunjang keuangan Daerah dan perekonomian Daerah pada umumnya.
Dalam hubungan ini untuk pendirian BUMD baru dan pengembangan lebih lanjut BUMD yang telah jalan perlu dilakukan antara lainstudi kelayakan usaha yang dilakukan secara teliti betul yang dapat disimpulkan untuk menghasilkan produk barang dan jasa yang feasible dan sangat berprospek menguntungkanpeningkatan kerjasama dengan usaha yang sejenis atau yang bersifat keterkaitan dalam rangka peningkatan daya saing penerapan kelembagaan dan organisasi usaha dengan tenaga terdidik dan terlatih yang dijiwai semangat kewirausahaanpengembangan dan penerapan fungsi-fungsi manajemen dalam organisasi perusahaan daerah seperti dalam usaha koperasi swasta yang dalam operasionalnya dilakukan dengan tertib, terbuka dan terpadu.Diberikan kewenangan yang lebih luas kepada BUMD dari pimpinan daerah sehingga direksinya dapat lebih leluasa dalam melaksanakan kepemimpinan dan operasionalisasi perusahaannya.Sebagaimana yang dikemukakan di atas bahwa yang menjadi dasar pendirian BUMD adalah UU PD maka dalam hal ini berbagai fungsi dan peranan yang dibebankan kepada dan dilaksanakan oleh BUMD tersebu , utamanya adalah melaksanakan kebijakan pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan daerah dan pemupukan dana bagi pembiayaan pembangunan daerah. 
(c)  mendorong peran serta masyarakat dalam bidang usaha. 
(d)  memenuhi kebutuhan barang dan jasa bagi kepentingan publik. 
(e) menjadi perintis kegiatan dan usaha yang kurang diminati swasta.
 
Mengingat dipandang cukup pentingnya peran BUMD khususnya sebagai salah satu sumber PAD di Daerah, maka tentu saja BUMD dituntut agar lebih profesional dan lebih efisien dalam melaksanakan usahanya. Kebijakan dan upaya ke arah itu telah banyak dilakukan, namun karena berbagai kendala, ternyata BUMD pada umumnya, khususnya di luar PDAM dan BPD menunjukkan hasil yang belum menggembirakan. Hal ini tampak antara lain, relatif masih kecilnya peran dan kontribusi laba BUMD dalam penerimaan PAD di daerah, baik pada tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota.
          Permasalahan dan Kendala Badan Usaha Milik Daerah dalam pembinaan dan pengembangannya antara lain relatif masih kecilnya penerimaan bagian laba perusahaan daerah sebagai salah satu sumber PAD daerah, kecuali pada daerah tertentu seperti DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Timur dan Sumatera Utara.Bahwa kebanyakan usahanya relatif berskala menengah dan kecil, di samping banyak pula diantaranya yang belum diselenggarakan berdasarkan asas ekonomi perusahaan, namun relatif lebih banyak didasarkan atas pertimbangan pelayanan publik. Tambahan pula menurut UU PD yang mendasarinya, terdapat rincian yang menetapkan bahwa penggunaan laba bersih perusahaan, setelah terlebih dulu dikurangi penyusutan, ditetapkan sebagai berikut : 
(1) Perusahaan Daerah yang memiliki modal seluruhnya terdiri dari kekayaan daerah yang dipisahkan adalah: 
(a) untuk dana pembangunan daerah 30% 
(b) untuk anggaran Perencaan Pembangunan belanja daerah 25% 
(c) untuk cadangan umum, sosial dan pendidikan, jasa produksi, sumbangan dana pensiun dan sokongan sejumlah 45%.
(2) Perusahaan daerah yang sebagian modalnya terdiri dari kekayaan daerah yang dipisahkan setelah dikeluarkan zakat yang dipandang perlu adalah: 
(a)  untuk dana pembangunan daerah 8% 
(b)  untuk anggaran belanja daerah 7% 
(c) selebihnya (85%) untuk pemegang saham dan untuk cadangan umum.
 
Dengan demikian Bagian laba perusahaan daerah yang jumlahnya relatif kecil di berbagai daerah menjadi semakin kecil lagi dengan penetapan bagian daerah dalam penggunaan keuntungan bersihnya yang diperuntukkan bagi penerimaan daerah yang relatif kecil pula. Bahkan adakalanya pula pada daerah tertentu dan tahun-tahun anggaran tertentu praktis bagian laba perusahaan daerah itu tidak terealisir karena daerah sendiri terpaksa menambah permodalan (atau investasi) pada BUMD yang bersangkutan yangjumlahnya sama atau bahkan melebihi bagian laba perusahaan daerah yang seharusnya disetorkan dalam mendukung APBD daerah yang bersangkutan. 
Dari laporan hasil studi Biro Analisa Keungan Daerah Depkeu tentang Analisis Kinerja BUMN Non PDAM dikemukakan bahwa berbagai permasalahan yang dihadapi BUMD dalam perjalanan hidupnya dapat disimpulkan sebagai berikut: 
1.   lemahnya kemampuan manajemen perusahaan 
2.   lemahnya kemampuan modal usaha 
3.  kondisi mesin dan peralatan yang sudah tua atau ketinggalan dibandingkan usaha lain yang sejenis
4.   lemahnya kemampuan pelayanan dan pemasaran sehingga sulit bersaing 
5.  kurang adanya koordinasi antar BUMD khususnya dalam kaitannya dengan industri hulu maupun hilir 
6.  kurangnya perhatian dan kemampuan atas pemeliharaan aset yang dimiliki, sehingga rendahnya produktivitas, serta mutu dan ketepatan hasil produksi 
7. besarnya beban administrasi, akibat relatif besarnya jumlah pegawai dengan kualitas yang rendah 
8. masih dipertahankannya BUMD yang merugi, dengan alasan menghindarkan PHK dan kewajiban pemberian pelayanan umum bagi masyarakat.
 
Selain dari pada itu, dari berbagai pengamatan dan keluhan yang seringkali disampaikan oleh pihak internal maupun eksternal dari perusahaan daerah sendiri adalah adanya berbagai kendala lain dalam pembinaan dan pengembangan usaha BUMD tersebut. Diantaranya dirasakan adanya campur tangan pemerintah daerah yang cukup besar atas jalannya organisasi BUMD serta adanya keterbatasan kewenangan tertentu dalam operasionalisasi perusahaan. Selanjutnya seringkali pula dalam penempatan direksi tidak terlepas dari pertimbangan KKN atau kedekatan para calonnya dengan pimpinan daerah. Dalam hubungan ini banyak pula penempatan direksi dan bahkan tenaga kerja yang kurang didasarkan pada pertimbangan profesionalisme, keahlian dan keterampilan, bahkan adakalanya penempatan di perusahaan daerah itu sebagai tempat buangan bagi pejabat tertentu yang tergeser kedudukannya.Kinerja BUMD yang buruk ini disebabkan oleh banyak faktor.Baik dari dalam dan dari luar BUMD itu sendiri. 

          Masyarakat sudah sering mendengar bahwa BUMD ini dikelola oleh orang-orang yang tidak cukup cakap. Banyak terjadi penempatan direksi dan bahkan tenaga kerja yang kurang didasarkan pada pertimbangan profesionalisme, skill, dan kompetensi.Bahkan, beberapa penempatan di BUMD sebagai "tempat buangan" bagi pejabat yang tergeser kedudukannya.Ketimpangan kompetensi ini mengakibatkan lemahnya kemampuan manajemen perusahaan serta lemahnya kemampuan pelayanan dan pemasaran sehingga sulit bersaing dengan perusahaan yang dikelola swasta murni.Jumlah pegawai yang tidak berkualitas ini cukup memberikan beban fixed operation head yang besar bagi neraca keuangan perusahaan. Kurang adanya spesialisasi dan konsentrasi utama dalam bidang usaha perusahaan daerah juga menyebabkan efesiensi yang rendah dan beban biaya operasional yang ditanggung menjadi relatif lebih besar.Faktor internal lainnya adalah kurangnya perhatian dan kemampuan atas pemeliharaan aset yang dimiliki yang berakibat rendahnya produktivitas, mutu, serta ketepatan produksi.Management asset yang acak dan neraca keuangan yang selalu negatif mengakibatkan ketidakmampuan BUMD untuk menambah belanja modal (pemberian alat baru, preventif, dan predictive maintenance, dan lain-lain). Hal ini mengakibatkan rata-rata kondisi mesin dan peralatan sudah tua serta ketinggalan zaman dibandingkan usaha sejenis lainnya.Faktor eksternal yang berpengaruh cukup besar adalah kurangnya koordinasi antar BUMD dalam kaitannya dengan industri hulu dan hilir.

         Tinjauan Peraturan Perundang-Undangan tentang BUMD UU PD sudah tidak relevan dan kurang mampu mengakomodasi penyelenggaraan BUMD dan justru membuka celah salah kelola dan penyimpangan.Dimana ketentuan UU PD yang perlu direvisi antara lain: 
1. Dasar dan tatacara pendirian BUMD 
2.Bentuk BUMD yang memaksimalkan profit dan yang memaksimalkan pelayanan publik 
3. Kerjasama dengan pihak ketiga 
4. Mekanisme kepemilikan dan pengambilan keputusan BUMD 
5. Pengangkatan dan kewenangan direksi 
6. Perencanaan jangka panjang dan pendek perusahaan 
7. Pertanggungjawaban dan pengawasan BUMD 
8. Kepegawaian 
9. Kebijakan manajemen peningkatan kinerja BUMD dalam bentuk restrukturisasi, dll. 
Undang-undang tentang pemerintah daerah  tampaknya merangsang gairah Pemda terutama daerah-daerah kaya untuk mendirikan perusahaan daerah (lebih dikenal sebagai disebut Badan Usaha Milik Daerah/BUMD) baru. Pemda dimaksud bisa provinsi, bisa pula kabupaten atau kota.Otonomi daerah sejak 1999 itu memberikan keleluasaan bagi Pemda untuk berbisnis. Apakah penguasa yang berbisnis ini dapat tetap adil memperlakukan swasta yang berkompetisi pada sektor usaha yang sama dengan BUMD? Pertanyaan lainnya adalah, apakah kewenangan yang lebih luas itu berdampak pada peningkatan beban pendanaan untuk mengelola pemerintahan di daerah ? (beberapa kantor wilayah yang semula menjadi tanggungan Pusat, kini digaji oleh Pemda dan menjadi bagian dari Dinas Pemda). Dengan kata lain, apakah mendirikan BUMD dimaksudkan menjadi sumber pendapatan daerah utama untuk mengisi kas APBD? Ataukah didasarkan pada niat baik Pemda untuk memberikan pelayanan publik yang terbaik bagi warganya? Kenyataan dalam praktiknya, kontribusi BUMD terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tidak signifikan. Kontribusi rata-rata laba BUMD provinsi terhadap total penerimaan APBD provinsi secara nasional dalam kurun waktu tahun 2000 hingga 2002 kurang dari 1% (satu persen). Untuk tingkat kabupaten/kota bahkan kurang dari 0,3% (nol koma tiga persen). Sedangkan kontribusi rata-rata laba BUMD provinsi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara nasional dalam kurun waktu yang sama kurang dari 2%, untuk tingkat kabupaten/kota kurang dari 2,6%.
 
         Sejak Masa Ekonomi Terpimpin UU PD telah disahkan sejak 14 Februari 1962 melalui UU PD. BUMD adalah badan hukum yang didirikan dengan Perda yang mulai berlaku setelah mendapat pengesahan instansi atasan (Presiden untuk BUMD DKI Jakarta, Mendagri untuk BUMD Provinsi, dan Gubernur untuk BUMD Kabupaten/Kota). Namun setelah Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah diberlakukan, syarat pengesahan oleh instansi atasan tidak lagi diharuskan. Kendati berdasarkan Pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pembinaan dan pengawasan atas Pemda, Mendagri atas nama Presiden berwenang untuk membatalkan Perda, daerah tetap antusias mendirikan BUMD, sebab pengawasan Mendagri tidak bersifat aktif, tapi pasif. UU Pemerintahan Daerah yang sekarang berlaku memiliki spirit berbeda dengan alam sekarang.Ketika itu "ekonomi terpimpin" menjadi roh dari UU Pemerintahan Daerah. 

         Semangat demokratisasi ekonomi (yang mendorong swasta berperan lebih banyak dalam perekonomian) belum menjadi paradigma pembangunan ekonominya.Anehnya, dalam alam demokratisasi ekonomi setelah runtuhnya negara-negara ekonomi terpimpin, justru kegairahan Pemda membentuk BUMD kian meningkat. Sedangkan pemerintah (pusat) sendiri bertindak sebaliknya (memprivatisasi berbagai BUMN). Pusat tak berminat lagi mengelola BUMN, sedangkan daerah seolah sangat berharap memiliki BUMD. Dalam perspektif Pemda, bisnis itu pasti menguntungkan tanpa ada risiko kerugian.Pemerintah Pusat telah menelan pil pahit memiliki BUMN yang menderita rugi dan dilanda skandal. Sehingga dianggap lebih baik memprivatisasinya yang akan memaksanya berbisnis secara benar dan kompetitif.
 
           Selayaknya Pemerintah segera memikirkan untuk menerbitkan UU BUMD baru yang spiritnya sehingga searah dengan UU BUMN dalam versi lokal, sekaligus menunjukkan pemahaman pemerintah atas peranan dan fungsi perusahaan negara (baik BUMN ataupun BUMD) dalam konteks ekonomi nasional. Hendaknya keberadaan UU BUMD mendatang ada dalam titik tengah antara keinginan Pemda untuk mensejahterakan warganya melalui BUMD, dengan tetap mengindahkan prinsip persaingan usaha yang sehat.Praktik di berbagai negara, semakin berkurangnya peranan pemerintah (pusat atau daerah) dalam sektor ekonomi, menunjukkan tingkat kesejahteraan warganya yang semakin relatif tinggi. Sebaliknya, semakin dominan peranan pemerintah (pusat atau daerah) dalam perekonomian, tingkat kesejahteraan warganya relatif rendah. Artinya, dalam konsep pemerintahan modern dan pengalaman empiris di berbagai negara, pemerintah dibentuk bukan untuk berbisnis.Tapi, memberikan iklim bisnis agar swasta dapar berbisnis dengan fair dan kompetitif sehingga pemerintah dapat memungut pajak dan retribusi darinya. 
          Jangan sampai BUMD hanya ditopang oleh kekuasaan            Pemerintah Daerah yang seringkali memberikan proteksi dan privilege yang tidak pada tempatnya. Akibatnya, BUMD hidup dengan "napas buatan" birokrasi yang pada gilirannya akan merugikan konsumen dengan harga yang lebih mahal. Kewajiban untuk mendirikan BUMD adalah ketika suatu barang/jasa dibutuhkan oleh masyarakat setempat, namun BUMN atau swasta belum mengusahakannya.Sebab bisa jadi ketika itu belum memenuhi skala ekonomi. Artinya, meski dapat dipastikan mendirikan BUMD di suatu sektor usaha merugi, tetap harus dilakoni dan ditanggung APBD karena ingin menjalankan fungsi pemerintah, yakni menyediakan segala kebutuhan warganya.Bentuk hukum yang pantas bagi BUMD masih dalam hukum publik (misalkan Perusahaan Umum Daerah),namunketika suatu barang/jasa sudah mencapai skala ekonomi, sehingga swasta berminat dalam sektor tersebut, maka bentuk hukum BUMD yang bergerak dalam sektor tersebut harus ada dalam hukum privat (misalkan Perseroan Daerah).Ketika itu Perseroan Daerah tidak lagi memiliki hak privilege agar konsumen dapat menikmati harga yang wajar dan berhak memupuk keuntungan. Apapun model UU BUMD, tujuan akhirnya adalah kebutuhan warga atas barang/jasa harus tersedia dalam jumlah yang cukup dan harga yang wajar. Jangan tunda lagi pembahasan RUU BUMD, sebelum terjadi skandal BUMD.

E.  Kebijakan dan Prinsip Tata Kelola BUMD
         Pemerintah daerah telah mengambil kebijakan dalam bentuk perubahan organisasi BUMD dari otonomi unit-unit usaha menjadi satu kesatuan organisasi. Implikasi kebijakan ini, struktur organisasi mengalami perubahan. Tentunya perubahan struktur ini harus dicegah agar jangan sampai kreativitas unit-unit usaha dalam berbagai kelompok usaha, menjadi terhambat. Untuk itu prinsip organisasi harus ditegaskan bahwa sistem kerja organisasi berdasarkan asas desentralisasi. Organisasi harus bersifat lateral sehingga manajemen masing-masing unit dapat melakukan proses bisnis dengan baik tetapi dalam konteks pencapaian tujuan dan target yang ditetapkan oleh BUMD (manajemen tingkat pusat). Bagi BUMD yang tidak disatukan menjadi satu kesatuan mana-jemen, tidak mengalami masalah desentralisasi karena organsasinya sudah bersifat mandiri. 
Budaya Kerja 
         Untuk bekerja lebih baik, budaya kerja yang lalu yang bersifat birokratik, harus mengalami perubahan kearah budaya prestasi. Implikasinya adalah, diperlukan SDM yang berwatak entrepreneuer. Watak selaludiperdebatkan apakah bisa diubah. Untuk menumbuhkan budaya kerja prestasi, tidak mudah merubah perilaku dan sikap karyawan yang sudah dipengaruhi oleh budaya birokrasi. Oleh sebab itu, kebijakan yang diambil oleh Pemerintah daerah seperti yang telah disampaikan dimuka, yaitu akan menarik PNS dari manajemen BUMD dan menyerahkan pada para profesional, dapat dipahami. 

Sistem Kompensasi 
         Sistem kompensasi tidak mudah diubah karena masih terikat dengan peraturan pemerintah. Tetapi sebagai wacana, perlu dipertimbangkan dalam jangka panjang, perubahan sistem kompensasi yang ditetapkan oleh BUMD yaitu penerapan sistem yang berdasarkan prestasi. Pada tahap sekarang ini yang paling mungkin adalah menerapkan sistem insentif atau bonus. Strategi Organisasi BUMD saat ini masih berada pada posisi sebagai organisasi yang bertahan hidup. BUMD masih survive. Tetapi dalam jangka panjang jika ingin berperan sebagai kontributor PAD, harus bergerak kearah perusahaan yang juga mencari peluang-peluang bisnis. Implikasinya, BUMD harus berusaha melakukan efisiensi biaya sembari meningkatkan market sharenya. 
Sumber Modal 
          Manajemen BUMD menyadari bahwa untuk meningkatkan kemampuan perusahaan, mungkin diperlukan modal tambahan. Tetapi ini sulit dilakukan mengingat pemerintah daerah juga menghadapi kendala tersendiri untuk memenuhi ini. Disamping itu, kurang layak apabila dalam era perubahan ini, BUMD menggantungkan modal dari pemerintah. Oleh sebab itu, perlu pemikiran agar cara-cara kerja pimpinan dan karyawan yang selama ini cenderung bersifat birokrasi administratif diubah kearah cara-cara kerja yang profesional. Berdasarkan ketentuan Bapepam, sebenarnya pemerintah daerah diberi kesempatan untuk memasuki pasar modal. Sudah tentu jika BUMD tersebut memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan. Manajemen BUMD tidak bisa hanya mengandalkan tambahan dana dari pemerintah daerah semata melainkan harus mempertimbangkan mencari terobosan sumber dana dengan mempertimbangkan kemungkinan privatisasi agar terlepas dari kontrol dan intervensi langsung dari birokrasi. Dengan demikian BUMD akan dapat membangun pengelolaan bisnis yang profesional dan transparan. Mungkin sekali BUMD melakukan aliansialiansi strategis dengan BUMN.
 
Strategi SDM 
         Untuk menopang tujuan-tujuan bisnis secara profesional, perlu dipertimbangkan oleh pihak manajemen, agar merekrut tenaga profesional yang kalau perlu bersifat part time atau kontrak guna mengatasi masalah SDM yang crucial. Harus diakui bahwa kualitas SDM BUMD saat ini kebanyakan berlatar belakang pendidikan menengah ke bawah. Hanya ada beberapa orang yang memiliki latar belakang pendidikan tinggi. Ini menjadi hambatan yang serius bagi manajemen untuk memajukan perusahaan. Kebijakan Penempatan Penempatan karyawan pada posisi jabatan, dahulu barangkali kurang mendasarkan pada prinsip the right man on the right job. Pada saat ini dan yang akan datang, penempatan harus berdasarkan prinsip tersebut. Saat ini perlu dipertimbangkan untuk melakukan penggantian terhadap personil yang sama sekali tidak kapabel menjalankan fungsinya. Karyawan bagi organisasi bisnis bukanlah beban melainkan tulang pungung. 

SDM adalah partner stratejik. 
         SDM merupakan salah satu dari sumber keunggulan kompetitif bagi organisasi. Pandangan ini juga diperkuat oleh Sheila Cane  yang menyatakan bahwa hanya organisasi-organisasi yang meletakkan prioritas pada strategi SDM sebagai strategi bisnislah yang akan memiliki kekuatan untuk menjadi atau tetap sebagai kelas utama. Ini berarti, strategi bisnis hanya dicapai bila orangorang dalam organisasi yang bertanggung jawab menjalankan strategi tersebut, memiliki komitmen dan keahlian untuk melaksanakan strategi itu dengan baik.

Setelah dilakukan penataan organisasi langkah selanjutnya adalah bagaimana membuat organisasi BUMD mampu menjalankan proses bisnisnya. Secara teoritik ada enam faktor yang menentukan bagaimana organisasi digerakkan.  
          Proses kerja dan kapasitas perubahan  menunjukkan identitas organisasi dan kultur yang akan dikembangkan. Dalam kaitan ini, BUMD harus berani melakukan pilihan bahwa BUMD adalah perusahaan yang profit oriented dan karena itu budaya yang dikembangkan adalah budaya kualitas dan prestasi. Pilihan ini mengandung konsekuansi kebutuhan akan kemampuan, keahlian dan pengetahuan dari karyawan (kompetensi) yang mungkin berbeda dengan karakteristik karyawan yang ada sekarang. Konsekuensi lain adalah sistem kompensasi, sistem penilaian kinerja juga harus dilakukan perubahan. Governance menunjukkan bagaimana manajemen BUMD menciptakan proses pengambilan keputusan yang efektif dan efisien melalui dukungan sistem komunikasi yang efektif. Demikian pula dengan proses kerja dalam organisasi. Manajemen harus mampu melakukan perubahan bila diperlukan (capacity for change) dan selalu dalam proses pembelajaran. Pada akhirnya kepemimpinan akan menentukan keberhasilan organisasi. Pimpinan BUMD harus berjiwa manajer yaitu sebagai pemimpin ia harus mampu mengelola semua resources yang ada dalam perusahaan secara efektif dan efisien.

F.  Peraturan Yang Dibutuhkan Untuk Menunjang Kontribusi BUMD

      Bagi Pendapatan Asli Daerah
         Berbeda dengan BUMN yang telah diatur dengan undang-undang baru, yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, Perusahaan Daerah masih diatur oleh UU PD. Berbagai ketentuan yang mengatur sudah sangat tidak sesuai dengan kondisi perkembangan saat ini. Berdasarkan pembahasan mengenai perkembangan dan pengaturan BUMD terlihat bahwa beberapa peraturan tersebut sudah tidak sesuai lagi. Selain itu, merujuk pada hasil berbagai penelitian terhadap kinerja BUMD, telah dinyatakan bahwa UU PD dinilai sudah tidak sesuai dengan kondisi perkembangan dan tuntutan ekonomi saat ini dan perlu direvisi. UU PD dibuat pada zaman Orde Lama, pada dasarnya sudah mengakomodasi beberapa hal yang mendasar tentang fungsi dan tugas Perusahaan Daerah, namun banyak pasal dalam undang-undang ini tidak lagi sesuai dengan perkembangan dan tuntutan ekonomi saat ini, khususnya tidak sesuai dengan keberadaan otonomi daerah. Karena itu undang-undang ini telah dicabut pada tahun 1996, tetapi belum ada undang-undang yang baru sebagai penggantinya. Berdasarkan studi literatur Pengelolaan BUMD, beberapa hal yang menjadi perhatian untuk dimuat dalam undang-undang penggantinya, sebagai berikut:  
1.    Perlunya pengaturan mekanisme kepemilikan BUMD; 
2.   Perlunya pengaturan untuk mengurangi korupsi dan intervensi oleh Pemerintah Daerah; 
3.   Perlunya ketentuan sumber pemodalan BUMD dan pengelolaan utang BUMD; 
4.   Perlunya ketentuan tentang sistem peningkatan kompetensi SDM BUMD; 
5.   Perlunya dukungan kerjasama dengan pihak ketiga; 
6. Kejelasan pengaturan kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sehingga tidak tumpang tindih; 
7.   BUMD beroperasi dengan dasar hukum yang jelas dan didukung oleh mekanisme penegakannya;
8.    Perlunya prosedur operasi standar efisien; 
9.   Perlu kebijakan tentang peta jalan BUMD menuju privatisasi pelayanan publik; 
10.  Pengaturan tentang peran Pemerintah Daerah sebagai regulator dalam pelayanan publik untuk melindungi kepentingan publik; 
11. Kerjasama antar daerah yang berbagi sumber daya agar pelayanan publik lebih efisien dan efektif.
 
Dalam tulisan ini, Penulis mencoba menguraikan beberapa pokok pikiran untuk peraturan perundang-undangan BUMD yang sesuai dengan kondisi saat ini, sebagai berikut : 

1. Semangat ekonomi kerakyatan yang berdasarkan pasal 33 UUD 1945 Pemerintah Pusat pada umumnya dan Pemerintah Daerah pada khususnya dengan kekuasannya harus memberi perlindungan dan dukungan politik terhadap perekonomian nasional, terlebih ekonomi di daerah, dengan tetap menerapkan prinsip ekonomi pasar. 
     Semangat perkembangan BUMD sejalan dengan tujuan pembangunan ekonomi nasional. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 yang berlaku saat ini menyebutkan tentang sistem ekonomi sosialis yang menjadi sistem ekonomi nasional sebagai semangatnya. Prinsip dan sistem perekonomian ini yang menjadi dasar awal untuk melakukan revisi undang-undang dari sosialisme ke ekonomi kerakyatan. 
2. Tujuan pendirian BUMD menegaskan secara jelas tujuan pendirian BUMD itu adalah sebagai wujud pelaksanaan sistem ekonomi kerakyatan dan menjadikan BUMD sebagai salah satu tulang punggung ekonomi daerah. Tujuan pendirian BUMD dinyatakan kurang tegas, tajam, dan strategis dalam menjabarkan fungsi dan tujuan BUMD tersebut, sehingga terkesan memposisikan BUMD sebagai lembaga ekonomi yang kurang strategis. Tujuan mendirikan BUMD antara lain hanya sebagai “penyumbang”. Pada perkembangan usaha dan ekonomi daerah menunjukkan tujuan BUMD itu hanya menjadi institusi pelengkap dan asal ada. Seharusnya, ada penegasan bahwa BUMD itu wajib menjadi penggerak dan tulang punggung ekonomi daerah yang wujudnya nanti adalah kontribusinya terhadap PDRB nasional. 
3. Kesempatan penguasaan BUMD Secara tegas menetapkan bahwa secara bertahap Pemerintah Daerah harus memberi kesempatan kepada BUMD-BUMD untuk menguasai minimal 30 persen akses pada aset, modal, dan potensi ekonomi daerah dalam bentuk hakhak istimewa, agar peran BUMD segera terwujud dan menjadi strategi pembangunan daerah. Dan seharusnya juga ada satu pasal khusus yang mengatur dan mengarahkan kepentingan strategis ini. 
4. Pengelolaan bersemangat bisnis, profesional, dan kompetitif menegaskan bentuk badan hukum BUMD itu, baik yang tujuannya untuk kepentingan pelayanan umum (public service) maupun meningkatkan pendapatan daerah (profit oriented), seharusnya berbadan hukum Perseroan Terbatas agar prinsip-prinsip pengelolaannya tetap bersemangat bisnis, profesional, dan kompetitif. Badan hukum BUMD yang selama ini ada seperti Perusahaan Daerah, Perusahaan Umum (Perum), Badan Layanan Umum, dan lain-lain, sangat sulit dikembangkan sebagai lembaga bisnis, karena campur tangan Pemerintah Daerah (dalam hal ini Kepala Daerah dan DPRD-nya) terlalu besar dan kerap membangun dinding birokrasi yang menghambat kemandirian dan fleksibilitas Perusahaan Daerah. Selain itu, BUMD yang berbentuk Perum dll, kurang menarik minat mitra usaha swasta untuk membangun kerja sama, dan banyak kerja sama yang dilakukan akhirnya berakhir di meja sengketa. Hakikat pendirian perusahaan apapun tujuannya, termasuk public service, tujuan akhirnya tetaplah untuk meraih laba/profit, mandiri, dan membebaskan diri dari ketergantungan pada APBD.
 

5. Penyertaan modal Pemerintah Daerah menegaskan bahwa penyertaan modal Pemerintah Daerah dapat bersumber tidak hanya dari APBD, kapitalisasi cadangan equitas, tetapi juga dalam bentuk setoran aset yang nilainya ditetapkan berdasarkan apraisal independen dan mendapat persetujuan DPRD. Pengertian “sumber lain-lain” dalam Pasal 5 ayat (3) poin C draf Undang-Undang tentang BUMD, menyebabkan strategi pemberdayaan aset daerah yang idle, kewenangan pemberian izin dan lain-lain, yang menjadi hak Pemerintah Daerah tidak secara tegas difungsikan dan menjadi kekuatan modal BUMD-nya untuk berkembang. 
6. Kepengurusan BUMD menegaskan kepengurusan BUMD hendaklah sejalan dengan semangat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1977 tentang Perseroan Terbatas yang ditetapkan berdasarkan asas kepercayaan, tanggung jawab, dan prestasi kerja, dan tidak berdasarkan kesimpulan naif bahwa direksinya harus berusia maksimum 56 tahun, gara-gara takut pegawai negeri yang sudah pensiun ditempatkan sebagai Direksi, atau berdasarkan kekuasaan mutlak Pemerintah Daerah sebagai pemegang saham mayoritas, sehingga orang yang dipilih menjadi Direksi tidak berkualitas dan profesional. Fungsi Dewan Komisaris yang bertanggung jawab penuh atas nama pemegang saham untuk mengawasi dan mengevaluasi kinerja perusahaan dan direksinya, haruslah juga profesional dan bukan jabatan politis. Ini agar keputusan dan persetujuan yang dibuat dapat dipertanggungjawabkan dan dapat mengurangi hambatan birokrasi. Karena itu Dewan Komisaris itu seharusnya minimal dua orang, dan seorang di antaranya adalah komisaris independen. Sedangkan Direksi, untuk perusahaan yang baru didirikan dengan aset dan modal kecil, cukup satu orang, kecuali ada undangundang sektoral lain yang mengharuskan lebih, seperti Undang-Undang tentang Perusahaan Keuangan.

7. Masa jabatan pengurus BUMD menetapkan masa jabatan pengurus BUMD itu 5 tahun, karena itulah siklus bisnis yang lazim, apalagi direksi diwajibkan membuat bisplan (rencana bisnis) 5 tahun, sehingga Dewan Komisaris dan Direksi benar-benar bertanggung jawab terhadap rencana kerjanya dan berdasarkan kinerja itulah yang bersangkutan dapat dicalonkan kembali sebagai Dewan Komisaris atau Direksi.

G.  Penerapan Prinsip Good Corporate Governance
Ada beberapa pengertian tentang Good corporate governance (GCG), antara lain: 
a. Menurut Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) ada dua konteks definisi GCG , yaitu: 
1) merupakan hubungan dan perilaku yang berbeda yang berkaitan dengan kewajiban para manajer, pemegang saham, karyawan, kreditur, pelanggan kunci, serta masyarakat, untuk membentuk strategi perusahaan. 
2) tata kelola perusahaan berkaitan dengan seperangkat peraturan tentang kerangka hubungan dan perilaku perusahaan swasta, kemudian membentuk perumusan strategi perusahaan. Hal ini dapat disebut sebagai sisi normatif dari tata kelola perusahaan (normative side of corporate governance).  
b. Menurut The Indonesian institute for corporate governance (IICG), GCG yaitu suatu proses dan struktur yang diterapkan dalam menjalankan perusahaan dengan tujuan utama meningkatkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang, dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholders yang lain.
 
Berbagai keuntungan yang diperoleh dengan penerapan good corporate governance bagi suatu perusahaan, antara lain menurut Azhar Maksum, dijelaskan sebagai berikut: 
a. Dengan good corporate governance proses pengambilan keputusan akan berlangsung secara lebih baik sehingga akan menghasilkan keputusan yang optimal, dapat meningkatkan efisiensi serta terciptanya budaya kerja yang lebih sehat. 
b. Good corporate governance akan memungkinkan dihindarinya atau sekurangkurangnya dapat diminimalkannya tindakan penyalahgunaan wewenang oleh pihak direksi dalam pengelolaan perusahaan. 
c. Nilai perusahaan di mata investor akan meningkat sebagai akibat dari meningkatnya kepercayaan mereka kepada pengelolaan perusahaan tempat mereka berinvestasi. 
d. Bagi para pemegang saham, dengan peningkatan kinerja perseroan, juga akan menaikkan nilai saham mereka dan juga nilai dividen yang akan mereka terima. 
e. Karena dalam praktik good corporate governance karyawan ditempatkan sebagai salah satu stakeholder yang seharusnya dikelola dengan baik oleh perusahaan, maka motivasi dan kepuasan kerja karyawan juga diperkirakan akan meningkat. 
f. Dengan baiknya pelaksanaan corporate governance, maka tingkat kepercayaan para stakeholders kepada perusahaan akan meningkat sehingga citra positif perusahaan akan naik. 
g. Penerapan corporate governance yang konsisten juga akan meningkatkan kualitas laporan keuangan perusahaan. Manajemen akan cenderung untuk tidak melakukan rekayasa terhadap laporan keuangan, karena adanya kewajiban untuk mematuhi berbagai aturan dan prinsip akuntansi yang berlaku dan penyajian informasi secara transparan.
 
Secara umum dalam rangka mewujudkan prinsip-prinsip Good Corporate Governance dalam lingkup perusahaan terutama dalam pengelolaan BUMD tentunya harus dipahami dan di implementasikan ke lima prinsip tersebut secara nyata dan riil dalam praktikpengelolaan BUMD terutama BUMD yang berbentuk perseroan. Kelima prinsip tersenut antara lain : 
· Transparancy (keterbukaan informasi), 
· Accountability (akuntabilitas), 
· Responsibility (pertanggungjawaban), 
· Independency (kemandirian), dan  
· Fairness (kesetaraan da kewajaran).
 
H.  Peranan BUMD Bagi Pendapatan Asli Daerah dan Pertumbuhan

     Perekonomian Daerah
         BUMD didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah dan bertujuan untuk turut serta melaksanakan pembangunan daerah khususnya dan pembangunan ekonomi nasional umumnya dalam rangka ekonomi terpimpin untuk memenuhi kebutuhan rakyat dengan mengutamakan industrialisasi dan ketenteraman serta kesenangan kerja dalam perusahaan, menuju masyarakat yang adil dan makmur. 
Secara umum peranan perusahaan BUMD dalam kegiatan perekonomian dan pembangunan daerah dapat dilihat dari 3 aspek, yaitu : 
1. Peningkatan produksi; 
2. Perluasan kesempatan kerja; dan 
3. Peningkatan pendapatan daerah. 
Selain itu, BUMD memiliki berbagai fungsi dan peranan yang dibebankan kepadanya, utamanya adalah: 
1. Melaksanakan kebijakan pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan daerah; 
2. Pemupukan dana bagi pembiayaan pembangunan daerah; 
3. Mendorong peran serta masyarakat dalam bidang usaha; 
4. Memenuhi kebutuhan barang dan jasa bagi kepentingan publik; dan
5. Menjadi perintis kegiatan dan usaha yang kurang diminati swasta. 

         Secara khusus peran BUMD adalah sebagai salah satu sumber PAD di daerah, maka tentu saja BUMD dituntut agar lebih profesional dan lebih efisien dalam melaksanakan usahanya. Dalam melaksanakan kegiatan usahanya, BUMD berorientasi sekaligus kedua motive yaitu bidang bisnis (profit service) dan pelayanan umum (public service), maka ukuran/kriteria peranannya dapat dilihat dari : 
1.  Kedudukan dalam pasar (market share); 
2.  Sumbangan pada keungan Pemerintah Daerah; dan 
3. Sumbangan kepada kegiatan perekonomian dan pembangunan daerah. 
Sedangkan untuk BUMD yang bergerak di bidang kemanfaatan umum (public utility), maka indikator keberhasilan tersebut akan tampak dari 14 Pasal 5 ayat (2) UU PD. kemampuannya dalam menyediakan barang yang dibutuhkan masyarakat baik dalam kuantitas maupun kualitas yang memadai. 
Sebagai salah satu pelaku ekonomi di daerah, BUMD tentunya diharapkan menjadi salah satu penggerak bagi perekonomian daerah, antara lain melalui kegiatan usaha dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat baik berupa barang maupun jasa. Kemampuan untuk bersaing dengan dunia usaha swasta akan menjadi tolak ukur keberhasilan dalam menjalankan peran tersebut, khususnya bagi BUMD yang bergerak dalam bidang public service dan profit motive. Pendapatan daerah Provinsi secara komulatif pada Tahun Anggaran (TA) 2014 didominasi berasal dari transfer pusat yaitu 51%, selanjutnya 46% berasal dari PAD, dan 3% berasal dari pendapat lainnya. Sedangkan, pendapatan daerah Kabupaten/Kota memiliki dominasi transfer pusat yang lebih besar lagi. Di Kabupaten, dominasi transfer pusat mencapai 87,1%, sedangkan di Kota mencapai 71,8% atau sebesar Rp58,83 triliun. Sementara itu pada PAD, target dari seluruh Kabupaten pada TA 2014 ini mencapai Rp22,64 triliun atau hanya sebesar 7% dari target pendapatan daerah Kabupaten. Sedangkan di Kota, target PAD mencapai Rp14,56 triliun atau sebesar 17,8% dari pendapatan Kota. Sedangkan dalam rincian lebih lanjut, komposisi dalam PAD itu sendiri didominasi pajak daerah baik pada Provinsi, maupun Kabupaten dan Kota. PAD Provinsi TA 2014, target pajak daerah mencapai 85,4%, sedangkan sisanya 9,11% lain-lain PAD yang sah, 3,61% hasil pengelolaan kekayaan daerah dan 1,74% retribusi daerah.

Berbeda dengan PAD pada Provinsi, PAD pada Kabupaten memiliki komposisi pajak daerah tidak terlalu mendominasi yakni 36,25%, dan komposisi sisanya adalah 36,26% lain-lain PAD yang sah, 8,89% hasil pengelolaan kekayaan daerah dan 18,59% retribusi daerah. Sedangkan, komposisi PAD Kota yaitu 63,09% pajak daerah, 16,21% lain-lain PAD yang sah, 3,51% hasil pengelolaan kekayaan daerah dan 17,19% retribusi daerah. Berdasarkan uraian komposisi pendapatan daerah dan PAD TA 2014 secara komulatif pada Provinsi, Kabupaten dan Kota, maka dapat dijabarkan persentase komponen hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yang merupakan kontribusi dari pendapatan Perusahaan Daerah atau BUMD sebagai berikut: 
1. Pada Provinsi, sebesar 3,61% dari total PAD; 
2. Pada Kabupaten, sebesar 8,89% dari total PAD; dan 
3. Pada Kota, sebesar 3,51% dari total PAD. 
Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa berdasarkan data pendapatan daerah TA 2014 tersebut di atas, secara umum BUMD belum mampu memberikan peranan yang berarti dalam rangka turut serta melaksanakan pembangunan daerah yang bermuara pada peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah. BUMD sebagai Perusahaan Daerah belum mampu mencapai tujuan didirikannya sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (2) UU PD. BUMD belum mampu memanfaatkan peluang untuk menyokong PAD sebagaimana diatur pada Pasal 157 huruf a Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.yang telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014
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